
PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU

Jl. Awang Long No. 1 Telp. (0548) 20594 Fax. (0548) 20598 
Website : dpmptsp.bontangkota.go.id e-mail: dpmptsp@bontanq.kota.qo.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 
NOMOR: 0 \ TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KOTA BONTANG 
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 
Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran 
Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan 
selaku PPTK di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bontang selaku Pengguna Anggaran.

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang; dan

10. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor: 188.45/501/BPKAD/2022

tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Menunjuk dan mengangkat PPTK di Lingkungan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas membantu 

tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan 

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja, 

Yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

Kegiatan & Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang m e lipu ti:

a) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan dan 

Sub Kegiatan; dan

c) Melaporkan perkembangan atas pelaksanaan Kegiatan dan Sub 

Kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban

pengeluaran pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang m e lipu ti:
a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan dan Sub 

Kegiatan;
b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- 

undangan; dan

c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Kegiatan.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan dan Sub 

Kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna 
Anggaran.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran 

yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 
Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 

dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bontang 

Pada Tanggal : £ 3  Januari 2024

Drs. Asdar Ibrahim. M.Si 

Pembina Utama Muda 
NIP. 196708201998031008

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Daerah

2. Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

5. Yang bersangkutan t

6. Arsip

3



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor : 0*  Tahun 2024

Tanggal : C  S Januari 2024

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

No. N am a/N IP Jabatan Kegiatan Sub Kegiatan Nilai DPA (Rp.)

1. NURBAENA, SE
N IP .196812251992032009

Sekretaris Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

1). Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

993,527.00

2). Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

431,054.00

3). Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA- 
SKPD

431,054.00

4). Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD

431,054.00

5). Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA- 
SKPD

431,054.00

6). Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

895,245.00

2. NURBAENA, SE
N IP .196812251992032009

Sekretaris Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN

8,774,521,255.00

3. MUSTAMIN SYAM, SH„ M AP 
N IP .197003302010011001

Kasubbag.
Umumdan

Kepegawaian

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi

121,005,000.00
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No. N am a/N IP Jabatan Kegiatan Sub Kegiatan Nilai DPA (Rp.)

4. MUSTAMIN SYAM, SH„ M.AP 
NIP. 197003302010011001

Kasubbag. Umum 
dan Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

187,528,547.00

5. NURBAENA, SE
N IP .196812251992032009

Sekretaris Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

30,130,532.00

6. MUSTAMIN SYAM, SH„ M.AP 
N IP .197003302010011001

Kasubbag. Umum 
dan Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

50,298,695.00

7. NURBAENA, SE
N IP .196812251992032009

Sekretaris Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan

2,520,000.00

8. MUSTAMIN SYAM, SH„ M.AP 
NIP. 197003302010011001

Kasubbag. Umum 
dan Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

392,526,000.00

9. NURBAENA, SE
NIP. 196812251992032009

SEKRETARIS Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

399,924,000.00

10. MUSTAMIN SYAM, SH., M.AP 
NIP. 197003302010011001

Kasubbag. Umum 
dan Kepegawaian

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

86,610,000.00

11. NURBAENA, SE
NIP. 196812251992032009

Sekretaris Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

1). Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

7,000,000.00

2). Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

608,400,000.00

3). Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

1,752,533,952.00

12. KAREL, ST., MT
NIP. 197003062001121005

Analis Kebijakan 
Ahli Madya

Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota

1,883,966,273.00

13. KAREL, ST., MT
NIP. 197003062001121005

Analis Kebijakan 
Ahli Madya

Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang 
Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota

Penyusunan Strategi Promosi 
Penanaman Modal Kewenangan 
Kabupaten/Kota

23,950,000.00
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No. N am a/N IP Jabatan Kegiatan Sub Kegiatan Nilai DPA (Rp.)

14. H.LAMRI, SE
NIP. 197110052000031008

Analis Kebijakan 

Ahli Muda

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/lnsentif Dibidang 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan Daerah 

Kab/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah 

Mengenai Pemberian 

Fasilitas/lnsentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal

77,979,535.00

15. H.LAMRI, SE
N IP .197110052000031008

Analis Kebijakan 

Ahli Muda

Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota

1). Penyusunan Rencana 

Umum Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota

69,980,000.00

2). Penyusunan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota

621,203,525.00

16. NATALIA SANTI, S.Hut., M.P 
NIP. 197812232001122003

Penata Perizinan 

Ahli Muda

Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Secara Terpadu Satu 

Pintu Dibidang Penanaman 

Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Penyediaan Pelayanan 

Perizinan Berusaha Melalui 

Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko Terintegrasi 

Secara Elektronik

309,288,095.00

17. IDRUS, SE
N IP .197106052001121005

Penata Perizinan 

Ahli Muda

Penyediaan dan Pengelolaan 

Layanan Konsultasi Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko

102,261,448.00

18. ISMA ISTIHARI, S.Sos., M.Si 
N IP .196809182001122001

Penata Perizinan 
Ahli Muda

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, 

dan Pelaporan dibidang 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko

94,901,761.00

6



No. N am a/N IP Jabatan Kegiatan Sub Kegiatan Nilai DPA (Rp.)

19. HJ. SUDARMI, SE., M.Pd 
NIP. 196903081990032009

Analis Kebijakan 
Ahli Muda

Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal Yang 
Menjadi Kewenangan Daerah 
Kab/Kota

1). Penyelesaian
Permasalahan dan 
Hambatan yang Dihadapi 
Pelaku Usaha dalam 
Merealisasikan Kegiatan 
Usahanya

120,012,134.00

2). Bimbingan Teknis Kepada 
Pelaku Usaha

605,656,247.00

3). Pengawasan Penanaman 
Modal

95,640,144.00

20. IDRUS, SE
NIP. 197106052001121005

Penata Perizinan 
Ahli Muda

Pengelolaan Data dan Informasi 
Perizinan dan Non Perizinan 
Yang Terintegrasi pada Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian, dan 
Pemanfaatan Data dan Informasi 
Perizinan Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

882,140,021.00

TOTAL PAGU ANGGARAN BELANJA DAERAH APBD TAHUN 2024 17,303,590,152.00

Kepala Dinas,

Drs. Asdar Ibrahim. M.Si 
Pembina Utama Muda 
N IP .196708201998031008
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